BPK RI Beri Opini WDP 
untuk delapan LKPD di Jabar
Badan Pemeriksa Keuangan  Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap delapan laporan keuangan  pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat (Jabar).  Demikian antara lain disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK RI Achmad Sjakir Amir dalam sambutannya saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Pemkab Cirebon, dan Pemkot Cirebon. Empat Pemda lainnya adalah  Pemkab Sumedang, Pemkot Banjar, Pemkab Purwakarta, dan Pemkab Bogor. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Kamis (22/7).
Selain Tortama KN V BPK RI Achmad Sjakir Amir, hadir dalam acara  tersebut  Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI  Slamet Kurniawan,  dan para pejabat di lingkungan  Perwakilan Provinsi Jabar. Dari pihak Pemda sendiri, selain Pimpinan DPRD masing-masing Pemda, hadir pula beberapa Kepala Daerah, Sekretaris DPRD, dan Inspektur dari delapan Pemda yang laporan keuangannya telah diperiksa BPK. 
Menurut Tortama KN V, beberapa hal yang dikecualikan dalam laporan keuangan di delapan Pemda tersebut antara lain adalah  penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20%  tidak disajikan dengan metode ekuitas, sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, penggunaan langsung atas pendapatan yang tidak dilakukan melalui mekanisme APBD sehingga transaksi tersebut tidak tersaji dalam LRA TA 2009 dan penyajian piutang dan utang pun belum didukung dengan rincian daftar debitur/kreditur  maupun dokumen sumber bukti keterjadian piutang/utang tersebut.
Selain itu, penyajian persediaan tidak didukung dengan rincian daftar persediaan dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Stock Opname pada tanggal neraca pada seluruh SKPD. Atas persediaan ini, BPK RI mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaanya. 
Penyampaian LHP atas LKPD TA 2009 di wilayah Provinsi Jabar mengalami keterlambatan karena pasca “peristiwa” yang terjadi di Perwakilan Provinsi Jabar, BPK Pusat mengambil alih pelaksanaan tugas pemeriksaan, guna tetap meyakini kualitas hasil pemeriksaan dimaksud. Di akhir sambutannya, Tortama KN V BPK RI meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari sejak penyampaian LHP. 
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Foto 1

Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan (Paling Kanan – berjas hitam) sedang menyalami Ketua DPRD Kab. Sumedang Yaya Widarya, didampingi Tortama KN V BPK RI Achmad Sjakir Amir (Tengah – Berjas Abu-abu). 
Foto 2

Tortama KN V BPK RI Achmad Sjakir Amir (Berjas Abu-abu) menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemkot Banjar kepada Walikota Banjar Herman Sutrisno
